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A. UMUM

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Biro Komunikasi dalam
memberikan dukungan teknis dan administratif adalah koordinasi,
fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi
publik. Berkorelasi dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan
pemanfaatan media sosial untuk mendukung tugas dan fungsi
dimaksud.

Saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu
atau lebih media publikasi sebagai salah satu sarana komunikasi
kehumasan. Media publikasi terbukti mampu melibatkan khalayak
secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan. Namun
demikian, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan
media publikasi sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa
dampak negatif.

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi 
pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, 
melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan 
lembaga tersebut. Apabila penggunaan media publikasi yang 
mengatasnamakan instansi tidak disertai aturan berikut pengendalian 
yang tegas dan mengikat serta pengelolaan yang profesional, maka dapat 
mengakibatkan deviasi informasi yakni ketidakjelasan pesan dan 
kebingungan khalayak sehingga berdampak negatif bagi Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada khususnya, dan 
pemerintah pada umumnya.  

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Media
Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi serta sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk
pelaksanaan pemanfaatan media publikasi di Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Surat edaran ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan,
komunikasi yang efektif, interaktif, profesional, akuntabel serta
saling menguntungkan antara Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi dengan pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan penyampaian informasi melalui media publikasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengelolaan media publikasi di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
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5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Hubungan Masyarakat di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Investasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

E. ISI EDARAN

Pengelolaan Media Publikasi di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan sebagai berikut:
1. Semua kanal media publikasi resmi, yakni Youtube, Facebook,

Instagram, Twitter, Tiktok, Podcast, Marves TV, Majalah dan Website
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
diselenggarakan dan dikelola secara terpusat oleh Biro Komunikasi.

2. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahan informasi
dan/atau konten yang siap dipublikasikan berupa tulisan, audio,
visual, maupun audio-visual untuk diolah dan/atau ditayangkan
oleh Biro Komunikasi ke kanal media sosial Kemenko Bidang
Kemaritiman dan Investasi.

3. Semua konten media publikasi yang disampaikan kepada Biro
Komunikasi telah mendapatkan persetujuan dari unit kerja terkait
sebelum ditayangkan dan harus sesuai dengan SOP Penayangan
Konten di Media Publikasi Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. da
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F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan
melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa 
tanggung jawab. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  15 Juli 2021 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR, 

AGUNG KUSWANDONO 

Tembusan: 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
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LAMPIRAN 

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR 
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 
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